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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya,
Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (BP3KP) Sumatera Ill Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai selama Tahun Anggaran 2025.
Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025,
sekaligus sebagai instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja dalam kerangka
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, Rencana Aksi Kinerja ini
disusun selaras dengan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera |1l Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan ke dalam
rencana aksi yang terukur dan terjadwal per triwulan, yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja
dan satuan kerja di lingkungan BP3KP Sumatera Ill dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il Tahun 2025. Semoga dokumen
ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera .

Pekanbaru, Desember 2025
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya
dimaknai sebagai tersedianya bangunan rumah, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan
permukiman yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan
nasional, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis sebagai
instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, serta
penguatan ketahanan wilayah.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045,
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung
pembangunan manusia unggul, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan
ketahanan sosial dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui target
peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki hunian layak serta penurunan luas kawasan
permukiman kumuh secara bertahap. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah
menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional yang menekankan
percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di wilayah perkotaan,
perdesaan, dan pesisir.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan
perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri PKP
Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19
lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit
pelaksana teknis di daerah. BP3KP berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat
dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus sebagai
fasilitator teknis, koordinator, dan pengendali pelaksanaan program di wilayah.

BP3KP Sumatera Ill memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera
Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografis, demografis, serta
permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang beragam. Wilayah kerja tersebut
mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan, yang masing-masing memiliki
tantangan spesifik, antara lain tingginya backlog kepemilikan rumah, masih banyaknya rumah
tidak layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan infrastruktur

pendukung, serta kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi tersebut menuntut pendekatan



pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, terpadu, dan berbasis
wilayah.

Dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai,
diperlukan perencanaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dipantau secara berkala.
Oleh karena itu, Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il Tahun 2025 disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan
ke dalam rencana aksi per triwulan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

BP3KP Sumatera lll selama Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun

2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera lll menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman,
pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan
peningkatan kualitas perumahan;

2. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan
prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas
perumahan;
pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan
permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan
dan peningkatan kualitas perumahan;

5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan
kerusuhan sosial;

8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;

9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;

10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;

11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;



12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;

13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem
pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan
penyuapan; dan

15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan

hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Sumatera lll dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung organisasi

dengan susunan sebagai berikut:

Yenni Sofyan Mora, S.T.,
NIP. 19810421 200812 2 001

KEPALA BALAI

Rita Hartati, S.E., M.M.
NIP. 19730127 200812 2 001
KASUBAG UMUM &

TATA USAHA

Widia Yulianti, S.T. Dian Sefriansyah, S.Kom., S.T.
NIP. 19920727 201803 2 002 NIP. 198009272 2009011 010
KAS| PELAKSANA KASI PELAKSANA
WILAYAH | WILAYAH II
Riky Hidayat, S.T Suwindar Agung S. S.E.,S.T. Andi, S.T
NIP. 19840819 201402 1 001 NIP. 19850807 2010011 019 NIP. 19810717 200103 1 001
KEPALA SATKER PKP KEPALA SATKER PKP KEPALA SATKER PKP
PROV. SUMATERA BARAT PROV. RIAU PROV. KEP. RIAU

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I

a. Kepala Balai
Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan anggaran pelaksanaan
pembangunan, penyusunan rencana teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan,
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan
pembangunan, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, koordinasi
penyediaan lahan dan pengembangan hunian, pelaksanaan serah terima aset, pelaksanaan
urusan tata usaha dan rumah tangga balai, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.



b. Subbagian Umum dan Tata Usaha
Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan
anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya
manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi
reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan
sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta
layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill didukung
oleh dua seksi pelaksanaan wilayah. Seksi pelaksanaan wilayah | bertugas melakukan
penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan
permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan
kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial dan melakukan koordinasi
penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan
prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan
Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Seksi
Pelaksanaan Wilayah Il bertugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi
penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum,
fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,
verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri
mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

d. Kelompok Jabatan Fungsional
Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il didukung oleh tiga satuan kerja sebagai berikut:
1) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;
2) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau; dan
3) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.
Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di satuan kerja dipimpin
oleh kepala satuan kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan
rumah susun dan rumah khusus.

2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman



PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan
kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan PSU perumahan.

3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan
perintah pembayaran pekerjaan.

4) Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas

melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

1.4 Kapasitas Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam

pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai
dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang
sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia
yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025, Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill didukung oleh sumber daya
manusia yang tersebar di tingkat balai dan satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau,
dan Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 47 Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), dan 41 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan

gambaran proporsi sebagai berikut:

<

M Pegawai Negeri Sipil (PNS)

M Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)
Non PNS

B Outsourching

Gambar 1.2 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan wilayah kerjanya, berikut proporsi sumber daya manusia yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera lll:
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a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il didukung
oleh 5 PNS, 16 CPNS, 5 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing;

b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
didukung oleh 7 PNS, 10 CPNS, 17 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing;

c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau didukung
oleh 6 PNS, 11 CPNS, 6 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing; dan

d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
didukung oleh 5 PNS, 9 CPNS, dan 9 PPPK.

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il merupakan lulusan SD, SMP,
SMA/SMU/SMK, Diploma Ill (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2).

mS2
msl
mD3

m SMA/SMU/SMK/SMP/SD

Gambar 1.3 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Ill berdasarkan jenjang pendidikan

Sebagian besar pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Sumatera Ill merupakan lulusan S1 sebanyak 91 pegawai atau 77 %.

Tabel 1.1 Sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan

Status Kepegawaian SMA/SMU/SMK
/SMP/SD
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 8 15 - -
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) - 46 - -
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian - 24 1 4
Kontrak (PPPK)
Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) - 5 - 4

Tenaga Outsourcing

Berdasarkan kelompok usia, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il terdiri dari kelompok usia 50-
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59 tahun, kelompok usia 40-49 tahun, kelompok usia 30-39 tahun, dan kelompok usia 22-29
tahun.

m22-29 m30-39

W 40-49 m50-59

Gambar 1.4 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Il berdasarkan kelompok usia

Sebagian besar pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera Il berada pada kelompok usia 30-39 tahun yaitu sejumlah 47

pegawai.

Tabel 1.2 Sumber daya manusia berdasarkan kelompok usia

22-29 30-39 40-49 50-59
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 0 9 8 6
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 34 12 - -
Eggﬁ.\;vsl(ggggmtah dengan Perjanjian 2 15 10 2
Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) - 6 3 -
Tenaga Outsourcing 1 5 5 -
Total 37 47 26 8

Berikut gambaran proporsi sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill berdasarkan jenis kelamin.
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M Laki-Laki

W Perempuan

Gambar 1.5 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Ill berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill terdiri dari 70 pegawai atau 59%

merupakan laki-laki dan 48 pegawai atau 41% merupakan perempuan.

Tabel 1.3 Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin

_ Laki-Laki Perempuan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 16 7
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 24 22
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 16 13
Kontrak (PPPK)

Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) 3 6
Tenaga Outsourcing 11 -

Total 70 48

1.4.2 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanan tugas dan fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il bertujuan

untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera lll
Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera Il tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang

merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:
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Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera lll tahun 2025

132111

3050102003
3050104002
3050104007
3050104015
3050104020
3050105015
3050105048
3050105058
3050201001
3050201002
3050201003
3050201008
3050201029
3050201033
3050204004
3050206002
3050206007
3050206014
3060101060
3060102045
3060102128
3060102165
3060102167
3060102170
3060199999
3100102001
3100102002
3100102003
3100102009
3100203001
3100203003
3100203004
3100203009
3100299001
8010101001

Peralatan dan Mesin

Mesin Hitung Elektronik/Calculator
Lemari Kayu

Brandkas

Locker

Lemari Display

Alat Penghancur Kertas

LCD Projector/Infocus

Focusing Screen/Layar LCD Projector
Meja Kerja Besi/Metal

Meja Kerja Kayu

Kursi Besi/Metal

Meja Rapat

Backdrop TV/Wardrobe

Sofa

A.C. Split

Televis

Loudspeaker

Microphone

Power Amplifier

Tripod Camera

Camera Digital

Camera Conference

Drone

Gimbal Tripod

Alat Studio Lainnya

P.C Unit

Lap Top

Note Book

Tablet PC

CPU (Peralatan Personal Komputer)
Printer (Peralatan Personal Komputer)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)
Laptop Case

Software Komputer

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
set
set
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
dummy

dummy

248

49
13
97

14

-

A N W N O

1,276,676,033
0
122,100,000
7,400,383
8,880,000
4,120,000
3,500,000
9,999,561
5,000,050
180,335,000
55,989,000
133,214,106
57,502,440
63,270,000
12,798,999
60,080,470
18,404,887
13,265,866
26,000,040
7,999,970
13,000,000
40,000,000
41,000,040
17,998,875
9,000,000
0
42,600,000
322,178,302
0
150,546,000
5,999,950
30,271,971
20,304,620
12,318,750
0
221,800,000
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b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat
tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang
Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

| Kede  Umin | Kuantitas  Niai
131111 Tanah 0 0
2010302999 Tanah Lapangan Parkir Lainnya M2 0 0
132111 Peralatan dan Mesin 1,209 3,574,187,589
3050104002 Lemari Kayu Buah 175 522,983,526
3050104003 Rak Besi Buah 4 7,756,832
3050104007 Brandkas Buah 1 5,000,000
3050105010 White Board Buah 1 939,232
3050105015 Alat Penghancur Kertas Buah 1 2,915,000
3050105048 LCD Projector/Infocus Buah 2 18,500,000
3050201001 Meja Kerja Besi/Metal Buah 1 1,139,208
3050201002 Meja Kerja Kayu Buah 117 121,415,479
3050201003 Kursi Besi/Metal Buah 53 43,959,928
3050201004 Kursi Kayu Buah 330 393,076,110
3050201005 Sice Buah 2 5,178,416
3050201008 Meja Rapat Buah 3 5,630,286
3050201011  Tempat Tidur Kayu Buah 168 884,042,168
3050201019 Meja Makan Kayu Buah 84 133,361,037
3050201033 Sofa set 124 255,023,222
3050201999 Meubelair Lainnya dummy 0 0
3050204001 Lemari Es Buah 1 2,188,708
3050204004 A.C. Split Buah 80 446,413,664
3050206002 Televisi Buah 2 13,877,916
3050206036 Dispenser Buah 1 1,138,708
3050206085 Tempat Sampah Buah 1 529,208
3050206999 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dummy 0 0
3060102042 Rak Peralatan Buah 2 2,128,159
3060102128 Camera Digital Buah 3 31,855,000
3060102132 Video Conference Buah 1 52,000,000
3060102167 Drone Buah 3 84,975,000
3060105038 GPS Receiver Buah 0 0
3060105047 Kamera Udara Buah 0 0
3060199999 Alat Studio Lainnya dummy 0 0
3060201010 Facsimile Buah 1 1,500,000
3060207005 Finger Printer Time and Attandance Acces Buah 1 2,500,000

Control System
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3060499999
3080302039
3100102001
3100102002
3100102003
3100203003
3100203004
133111

4010134001
4010134999
4010208001
4010212001
4010212003
134111

5010109002
5010109008
5010199999

166112

3050105015
3050201003
3060105038
3060199999
4010212003
5010109002

Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
Serial Scanner/Printer

P.C Unit

Lap Top

Note Book

Printer (Peralatan Personal Komputer)
Scanner (Peralatan Personal Komputer)
Gedung dan Bangunan

Taman Permanen

Taman Lainnya

Flat/Rumah Susun Permanen

Rumah Sederhana Sehat

Rumah Khusus

Jalan dan Jembatan

Jalan Khusus Kompleks

Jalan Khusus Lainnya

Jalan Lainnya

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam

operasi pemerintahan
Alat Penghancur Kertas

Kursi Besi/Metal
GPS Receiver

Alat Studio Lainnya
Rumah Khusus

Jalan Khusus Kompleks

dummy
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

Unit
dummy
Unit
Unit
Unit

M2
M2
M2

Buah
Buah
Buah
dummy
Unit
M2

c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

6,875,000
0
94,163,108
72,500,000
20 286,155,550
58,467,124
16,000,000
50,124,461,907
320,430,000

0
49,804,031,907
0

0

503 464,419,000
503 464,419,000

1
0
9
1

o O N O N A~ W W

o O O O O o o o o
o O O O O o o o o

Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2025

didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara
(BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2025

132111

3030301064
3050104001
3050104002
3050104003
3050104007

Peralatan dan Mesin
Memori Programmer
Lemari Besi/Metal
Lemari Kayu

Rak Besi

Brandkas

Buah
Buah
Buah
Buah
Buah

738 1,445,144,400
1 638,000
5 16,314,600
155 201,605,288
1 3,628,900
1 5,390,000

11
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3050104024
3050105007
3050105048
3050201002
3050201003
3050201004
3050201008
3050201011
3050201033
3050201999
3050204006
3050206002
3060102128
3060102165
3060102167
3060105038
3060199999
3060201010
3100102001
3100102002
3100102003
3100203003
3100203017
133111

4010134001
4010208001

Laci Box Buah 2,365,000
CCTV - Camera Control Television System Buah 7 10,500,000
LCD Projector/Infocus Buah 1 6,930,000
Meja Kerja Kayu Buah 173 160,066,928
Kursi Besi/Metal Buah 32 40,453,600
Kursi Kayu Buah 144 83,305,008
Meja Rapat Buah 3 6,902,500
Tempat Tidur Kayu Buah 144 297,026,976
Sofa set 5 21,775,900
Meubelair Lainnya dummy 1 4,950,000
Kipas Angin Buah 1 499,000
Televisi Buah 3 18,950,100
Camera Digital Buah 2 43,755,000
Camera Conference Buah 1 17,000,000
Drone Buah 2 63,752,700
GPS Receiver Buah 1 4,500,000
Alat Studio Lainnya dummy 1 6,000,000
Facsimile Buah 1 2,475,000
P.C Unit Buah 16 145,760,000
Lap Top Buah 14 225,258,900
Note Book Buah 0 0
Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 20 53,241,000
External/ Portable Hardisk Buah 2 2,100,000
Gedung dan Bangunan 2 10,438,510,000
Taman Permanen Unit 1 552,000,000
Flat/Rumah Susun Permanen Unit 1 9,886,510,000

d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang
Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2025

132111

3050102007
3050104002
3050104004

Peralatan dan Mesin 2,447 6,794,400,410
Mesin Penghitung Uang Buah 1 3,000,000
Lemari Kayu Buah 560 1,834,258,128
Rak Kayu Buah 1 2,750,000
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3050104007 Brandkas Buah 4,950,000
3050105007 CCTV - Camera Control Television System Buah 1 8,000,000
3050105015 Alat Penghancur Kertas Buah 1 2,500,000
3050105048 LCD Projector/Infocus Buah 1 7,425,000
3050201002 Meja Kerja Kayu Buah 536 700,819,470
3050201003 Kursi Besi/Metal Buah 20 24,860,000
3050201004 Kursi Kayu Buah 586 718,715,766
3050201011  Tempat Tidur Kayu Buah 560 2,633,632,346
3050201019 Meja Makan Kayu Buah 60 77,406,000
3050201033 Sofa set 60 166,208,700
3050201999 Meubelair Lainnya dummy 0 0
3050206002 Televisi Buah 2 15,680,000
3060102003 Camera Electronic Buah 0 0
3060102128 Camera Digital Buah 2 46,250,000
3060102165 Camera Conference Buah 1 26,950,000
3060102167 Drone Buah 2 59,300,000
3060103004 Alat Tulis Gambar Buah 0 0
3060105047 Kamera Udara Buah 0 0
3060201010 Facsimile Buah 1 1,485,000
3090402031 Kamera Digital Buah 0 0
3100102001 P.C Unit Buah 18 194,475,000
3100102002 Lap Top Buah 13 213,375,000
3100102003 Note Book Buah 0 0
3100102999 Personal Komputer Lainnya dummy 0 0
3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Buah 19 47,860,000
3100203004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) Buah 1 4,500,000
3100299999 Peralatan Komputer Lainnya dummy 0 0
133111 Gedung dan Bangunan 2 32,376,191,700
4010208001 Flat/Rumah Susun Permanen Unit 2 32,376,191,700

1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran

yang disusun oleh Penggun a Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan di

lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebagai berikut:

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il
Pagu yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera lll dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

13
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1. DIPA

Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Sumatera lll berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.01.1.691383/2025.

HEMENTERIAN KELANCAN REPUBLIK INDONESIA
LRNPIRAN : Satu sct DIPA Petikan
"y SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
2025 E 2 5707

TAHUN ANGGARAN
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691383/2025

E.

a

&

- Dagar Fukum

1.LU No. 17 Tanun 2003 tentang Keuzngan Hegars.
2.UU Mo. 1 Tahun 2004 tentarg Perbandaharasn Nagara
3.UU N, 62 Tahun 2024 tentang Anggsran Pendapatan dan Bclania Hegara Tahun Anggaran 2025

Dengan ini disanikan Alokas! Anggarsn LUntuk;

1 Ksmentaian Nogard o B KEVENTERIAH PERUMAHAN GAN KANASAN PERIUKIMAN

2. Unit Grganieasi o SEKRETARIAT JENDERAL

3 Provinel ¢ sy R

+. KodaiHama Satcer (697383 Balai Pelalvsans Seryediaan Ferumahar dan Kawasan Sermukdman Sumatora Il

Sobosar A 638000 | BERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA ERak RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBL RUPLEH 3

” satagal b
Koda dan Nams Fungsi dan Sut Fungs!
o5 PERUMA HAN DAN FASILITAS LU

0500 PERUMAFAN DAN FASILITAS MUY LAINIVA
Kage dan Hams Fregrain den Kegiaten : Jumian uang
14501 WA Program Dukungan Mansjemen Re. 164,588,000
145,01 WA, Dukurgan Mangjemen Selostaria: Jerders! Ro. 164,688 000
Zunber Dana Berseal Dari
1. Rupiai Hurr AR 184682000 4. Prjarmaninan Calarm Negeri Rz a
2 PR ®p. - Finjaman Gaism Hogsrl Rz )

- PNBF TABerEER &p. [ - Hisah Dalam Negen R a

5. Hibah Langsung Re. 2

3. PinjarmanHiban Luar hegen Rp. [ - Hiza i Luer Hegen Langaung . B

- Pinjaman Luar Nogor Ap o - Hiza Dalam Mogar Langsung Rz 9

- Hibah Lusr Hagen &p. 0 e.sBSHPES Ry o
Foncairan dars diakulan mekalui
1 KPPN SEKANBARL icee: R 164 508 000
Parmyakaan Syarat dan Kets (Gise aimer
1. DIPA Petikan Inl menpakan bagian yang lidsk Erplesnkan dar DIPA 1nouk (N21ma Pragram, Uit Cigarisas! dan Kementenan HegaraiLembags)

DIPA Pelikan 0l icelsk seeara olsmatis Melslul 2gler yang dlengkap dengsn kote pengaman tanda tangan peng: (crentinsas).
. DIPA Petian serungel sesegal d2sar pelskeanzan kegatan eatker dan pencalran danampengeeshan bagl Bendarara Umam Negaraikyssa Bendanara Umum Negare

3

4. Rencans Perarkan Dara dan Perkivsan Penermain yarg lercardum dalam Harran 1) DIFA disf sesusi dengan rencans pelaksansan kegiakn

5. Tanggunp jawab fe(madap penggunaan anggaran yang teruang dalam BIPA Potikan sapenubnys berzsa pada, Pengguna Anggaranduass Pongpuna Anggaran.

5. Dalam sl terdapat perbedaan dats artara CIPA Patikan dengan databace RKA-KIL-DIPA Kementerisn Keusngas mska yarg sersks adalah data yang te-dspat di dalam database RIGA-IGL-DIPA Kemertenian Keuangan ibe-dsearian bUK-BUAL yang 53]
%

. DIRA Petiken oeriaku sejek tanggal 1 Januari 2026 eamesi dargan 31 Desember 2025

Jakarts, 02 Desembar 2024
2 W MENTERI KEUANGAN
PLH. DREKTUR JENDERAL ANGGARAN

[
SUAHASIL NAZARA
NIP. *97011231909031008

Gambar 1.6 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2. DIPA

Sumatera Il tahun 2025
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera |ll berdasarkan surat
pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691437/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Satu set DIPA Petikan
7 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

= TAHUN ANGGARAN 2025 D8 0410-10040181.47
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691437/2025

A

Dasar o
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar.

20U No. 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negars

3L No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Beiania Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini dhsahkan Alokasi Anggaran Untuk

e

146) DAN KAWASAN PERS
a3 DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Unit Organisasi

3 Provinsi RiAU
4 KodeMNama Satker ¢ (691437)  Balai Pelaksana Penyeciasn Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera |1
Sebasar : Rp 50000000 LIMA PULUM JUTA RUPIAH )

Uniuk kegiatan-kegiatan sebaga befkut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Datam hai tordapat pertedaan data antara DIPA Pepkan dengan databass RKA-UL-DIPA Kementerian Keuangan maa yang berasu asalanh data yang terdapat dl dalam database RKA-K/L-DIPA Kementarian Keusngan (berdasarkan buki-bukt yang a0a).
DIPA Pesitan berisku sejak tanggal 1 Januan 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

o8 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06,01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
146.081A Program Perumanan dan Kawasan Permusiman Rp 50,000,000
146.03/A 7650 Ponywlenggarasn infrasruktur Kax ermsiman Rp £0.000.000
Sumber Dana Berasal Das
1. Rupish Murni Rp 50000000 4. PinjamanHibiah Dalem Negeri Rp o
2 PNBP Rp Pryarman Daiam Neger fp 0

PNBP TA Berjaian ®p 0 Hibsh Dalam Negen Rp

5. Hibah Langsung Fp 0

3. PinjamanHibah Luar Negeri Rp o Hisah Luar Negeri Langsung Rp. o

Pingaman Luat Noger Rp 0 Hibah Dalam Neger Langsung ®p o

Hibah Luar Neger R o 6.SBSNPBS R o
Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPPN PEKANBARU (008) Rp 50.000.000
Parnyataan Syarat dan Ketentuan (Disciaimer)
1. DIPA Petican in menspakan bagian yang tdak lerpsahican dan DIPA Induk (Nama Program. Uit Organsasi dan Kemanterian Negara/Lembags
2. DIPA Petixan ini dicetak sacara otomatis meiaksi sstem yang dlengkapi dengan kode pengaman berupa digital stam sabagai pergganti tanda tangan pengesahan (otentfikasi)
3. DIPA Pesian berfungsi pelassanasn ather dan pencaran bagi Kuasa Bencahara Umum Negara.
4. Roncana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum daiam Halarman Il DIPA disi seswal dengan rencana polaksanaan kogiatan.
5. Tanggung jawab tert anggaran yang lertu A Ptk segenutiys ! aporin Anggarae Kuasa P A
5
7

Gambar 1.7

Jakarta, 02 Desember 2024
AN MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

e
SUAMASIL NAZARA
MIP. 197011231999031008

DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera lll tahun 2025
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3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il berdasarkan surat

pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691491/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN FELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGAR. 025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691491/2025

DS:3035-6309-8615-0350

A Dasar Hukum:
10U No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
ZUU No. 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran 2025

B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi (08) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

3. Provinsi : (09 RIAU

4. KodeiNama Satker : (681481)  Balai Pelsksana Penyediasn Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

Sebesar : Re. 131932000  ( SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH }

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berlk :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.0414 Program Perumanan dan Kawasan Permusiman
146.04/A7680  Panyslenggarasn Perumahan Perdesaan
€. Sumber Dans Berasal Dar
1. Rupiah Murni Rp 131932000 4 Pinjaman/Hibah Dalsm Negeri Rp
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp
- PNBP TA Berjatan Rp. o - Hibah Dalam Negeri Rp.
5. Hibah Langsung Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negerl Rp. o - Hibah Luar Negeri Langsung Rp.
- Pinjaman Lusr Negeri Rp. - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6.SBSNPBS Rp.
D. Pencairan dana diiakukan melalui -
1. KPP PEKANBARU (008) Rp 131.932.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclsimer)
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk {Nama Program, Unit Orgarisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

DIPAPuion in dostzk secara ciomast el sltom yang dlergkagi dengan ko pngansn beruje il stamy sabagai panggand tanda angan pangasatien (oenkas),
DIPA Petixan dan pencairan Bendahara Umum

Rencana Penarikan Dana dan Perkraan Panermasn yang tercantum dafam Halaman Il DIPA disi sesusi dengan rencana pelaksanan Kegiatan

AN e s ARG BRGNP Pedan SSpary b s PUodguns ATGGRT 43 Perggime Anggten
. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA RKA-KIL-DIPA K maka yang data yang

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 31 Desember 2025,

database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukdi yang ada).

Jumlah Uang
131,832,000
131.932.000

37

cocooaoso

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTER| KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

e
SUAHASIL NAZARA
NIP, 197011231999031006

Gambar 1.8 DIPA petikan Direktorat Perumahan Perdesaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Sumatera Ill tahun 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il berdasarkan surat

pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691545/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu sét DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691545/2025

DS:4S00-56944.8912:2754.

‘A Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UUNo. 1 Tahun 2004 tentang Perendanaraan Negara.
3.UUNo. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Beiana Negars Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untukc

1. Kemenlerian Negara/Lembaga : (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi + (09) RIAU

4. Kode/Nama Satker : (691545)  Balal Pelsksana Penyediasn Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il
Sebesar : Re. 100.000.000  ( SERATUS JUTA RUPIAH )

Untuk Kegiatan-kegiatan sebagai berikut -

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

o6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

0601 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan

60514 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
146.05IATES1  Penyelenggaraan Perumahan Perkoiaan
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Murni Rp 100.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp.
2.PNBP Rp. - Pinjaman Dalom Negeri Rp.
- PNBP TA Berjaian Rp o - Hibah Dalam Neger Rp
5. Hibah Langsung Rp
3. Pinjaman/Hibah Luat Negeri Rp. o - Hibah Luar Neger Langsung Rp.
- Pinjaman Luar Negeri Rp. o - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp.
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6.SBSNPBS Rp.
D. Pencairan dana dilakukan melalui -
1.KPPN PEKANBARU (008) Rp. 100.000.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
DIPA Petian ini menupakan bagian yang tdak terpisahkan darl DIPA Indul (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NEgala.Lamhag:)

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalul sistem yang d\iengkaw dengan kode pengaman tangan hi ha
3. DIPA Petian pelaksanaan hagi Bendahara Unvum Negaraluasa Bencahars Umum Negare

4. Rencana Penarikan Dana den Perkiraan Penerimaan ymgtelwv\um da‘am Halaman Il DIPA disi sesuai dengan rencana peiaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teriuang dalam DIPA Petkan ihoya bera 9 " Anggaran

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA RKAKIL-DIPA Ke yang

7. DIPA Petixan tanggal 1 Januar 31 Desamber 2025

Jurlah Usng
100.000.000
100.000.000

g¥F

cecoocoo

data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt buki yang ada).

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

e
SUAHASIL NAZARA
NI, 197011231899031006

Gambar 1.9 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Sumatera Ill tahun 2025
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Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il Rencana Aksi | 2025

5. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Pagu yang dimiliki Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il berdasarkan
surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.06.1.691597/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ZN LAMPIRAN | Satu s6t DIPA Pelikan
\\; &é? SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
=</ DS5045-2117-7005-4528

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691597/2025

A Dasar Hhikum
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keusngan Negara.
2UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharan Negara.

Pendagiatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran 2025

: (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

: (08 DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
(08) RIAU
(91557)  Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera il
[ 45,000,000 { EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH )

Uniuk kegiatan-kegiatan sebagai berut

Kod dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Jumish Usng

148.06.14 Rp 45.000.000
146.061A7662  Panyslengoaraan Tata Kelola dan ian Risiko Perumahan dan Kawssan Pemukiman Re. 45.000.000
€ Sumber Dana Berasal Dan

1. Rupiah Murré R 45000000 4 Pinjamantitah Dalam Neger: Rp.

2. PNBP Rp. Pinjaman Datam Neger Rp.

PNEP TA Bespian Rp. Hiban Datam Neger Rp.

5. Hibah Langsung Rp.

R Hibah Luar Negeri Langsung Rp.

Rp. 0 Hibah Datam Negeri Langsung Rp.

Rp. 0 6.SBSNPBS Rp.

008) Rp. 45.000.000

E_ Parmyataan Syarat dan Kete
1. DIPA Petitan
2. DIPA Potsan
3. DIPA Petitan

na Program, Unit Orgarssasi dan Kementerian NegaralLembagal,

Jakar@, 02 Desembar 2024
AN MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Gambar 1.10 DIPA petikan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill tahun 2025

B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Barat
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025
Nomor SP DIPA- 146.01.1.691384/2025.
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MPIRAN - Satu set DIPA Petikan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025 DS084-24322108-3548
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691384/2025
A Dasar Hukun
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Uniuk:
1. Kementerian Negarall embaga : (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi (o SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi 5 (08) SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Sather © (691384) Kawasan Barat
Sebesar t Rp. 76.839.000 ( TUJUH PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPLAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi
[ PPERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.950 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumaiah Uang
146.01WA Program Dukungan Mangjemen Rp. 76,839,000
146.01 WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal Ro. 76.839.000
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumi Rp. 78839000 4 Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rop. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Fo. 0
5. Hibeh Langsung Re. 0
3. PinjamantHibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rop. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6.SBSNPBS Ro. 0

D. Pencairan dana diiakukan melalui
1KPPN PADANG
€. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disciaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negarailembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melali sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp
dan pencairan v
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dakam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana peiaksanaan kegiatan

berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
maka yang berlaky adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keangan (berdasarkan bukli-bukti yang ada).

3. DIPA

5. Tangs

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan

dasar pelaksanaan

(©10) Rp. 76.838.000

Joung jawab terhadap penggunaan

tertuang dalam DIPA

KIL-DIPA

7. DIPA Petikan beriaku sjak tanggal 1.Januar 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

tanda tangan
Bendahara Umum Negara

Jaharta, 02 Dessmber 2024
|- MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

o
SUAHASIL NAZARA
NIP. 167011231999031006

Gambar 1.11 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

2. DIPA Direktorat Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan

Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan

Anggaran

146.03.1.691438/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petkan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

Petikan

Tahun

Anggaran

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691438/2025

2025

Nomor

SP  DIPA-

o: a3

S 3605-2200-0906- 1%

A Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Uniuk

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

SUMATERA BARAT

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

1. Kementerian Negarall embaga : (146)

2. Unit Organisasi ECS)]

3. Provinsi : (08

4. KodsiNama Satker : (691438)

Sebesar :Rp. 8243120000
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

L3 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

0501 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan
1460314
145,03 1A 7658

C. Sumber Dana Berasal Dari:
. Rupiah Mumi
2 PNEP

-PNBP TA Berjalan

3 Pinjaman/Hibah Luar Negeri
-Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPEN PADANG

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidsk terpisahkan dari DIPA. Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

6245120000 4 Pinjaman/Hibah Datam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
] - Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung
- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Dalam Negeri Langsung
0 Gsssuess

(010) Rp. 8.48.120.000

fan satker dan pencairan

bagi Bendahara L

( DELAPAN MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH )

Re.

Rp.
Rp
Rp.
Re.
Rp

2. DIPA Petikan inf dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapl dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagal penggantl tanda tangan pengesahan (ofentfkasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan ki
4. Reneana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan

Bendahara Umum Negara

5. Tanggung jawab ternadap PengguNaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenunnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKAKL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang beriaku adalah data yang terdapat df dalam database RIAKIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukt yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januan 2025 sampai dengan 31 Desember 2025,

Jumiah Uang
6.245.120.000
6.246.120.000

33

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTER| KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

SUAHASIL NAZARA
NIP_ 167011231999031008

Gambar 1.12 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025



3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja

Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691492/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDGNESIA
LAMPIRAN - Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN ||H| ‘|H|
TAHUN ANGGARAN 2025 s
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691492/2025

74062 18

000-2651-11

X Dasar Fukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
21U No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negara
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan in disahkan Alokasi Anggaran Uniuk
1. Kementerian Negara/Lembaga : (14) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Orgarisasi DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

3. Provinsi SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Safker i
Sebesar 75068377000 ( TUJUH PULUH LIMA MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

0 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
0601 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumish Usng
1460418 Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp. 75.069.377.000
14604147560 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Ro. 75063.377.000
. Sumber Dana Berasal Dari -
1. Rupiah Murni Ro. 75069377000 4 PinjamantHibah Dalam Negen Rp. 0
2 PR Rp. - Pinjaman Delam Negeri Rp. 0
-PNBP TA Berjaian Ro. 0 - Hibah Dalam Neger Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjamantibsh Luar Negeri Re. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Re. [}
- Pinjaman Luar Negeri Ro. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hiban Luar Negeri Ro. 0 &sesuess Rp. o
D. Pencairan dana diakukan metalui
1LKPPN PADANG ©10) Re. 75.069.377.000
£ Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disciaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tdak terpisahkan dari DIPA Inouk (Nama Progra, Unit Organisasi dan Kementerian NegaraiLemboga)
2. DIPA Petikan ini dicstak sacara otomatis malal sistem yang dlengkap dengan kode pengaman berupa digital stamp tanda tangan
3. DPA asar petaksanaan dan pencairan ! Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA difsi sesuai dengan rencana pelaksanaan hegiatan.
5. Tanggung jawab tehacap penggunaan tertuang daiam DIPA beracia pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petkan KILDIPA i maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukt yang ada)
7. DIPA Petkan beriaku sejak tanggal 1 Januan 2025 sampai dengan 31 Desembier 2025,

Jakarta, 02 Desember 2004
AN MENTER| KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUAHASIL NAZARA
NP, 197011221999031005

Gambar 1. 13 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja

Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan
DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691546/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691546/2025

De:58:

36.7705-2610.7912

% Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
8.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Unituk

1. Kementenan Negara/Lembaga : (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi 05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi 08) SUMATERA BARAT

4. Kode/Nama Satker 691546) Kawasan Barat

Sevesar D Rp. 5358190000  ( LIMAMILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-hegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

08 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegistan Jumish Uang
148.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 5.356.180.000
146.051A7651  Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp. 5.356.150.000
C. Sumber Dana Berasal Dari -
1. Rupiah Mumi Rp. 5356190000 4 Pinjamanitiibah Dalam Negeri Rep. 0
2 PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negen Rp. 0
-PNEP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Megeri Re. 0
5 Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Neger Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rep. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 63BSNPBS Rp. 0
D. Pencairan dana diiakukan melalui
1KPPN PADANG ©10) Rp. 5358 190,000
E. Pemyataan Syarat dan Keteniuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidsk terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NegaraiLembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis meialui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp tanda tangan
3. DIPA i dasar pelaksanaan dan pencairan i [ Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum datam Halaman Ill DIPA diisi sesusi dengan rencana peiokeanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan tertuang dalam DIPA berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan KIL-DIPA maka yang beriaku adalah data yang terdapat o dalam dataisase RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan beriaku sejok tanggal 1 Januar 2025 sampai dengan 31 Desember 2025,

Jakarta, 02 Desember 2024
AN MENTER| KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

SUAHASIL NAZARA
NIP. 167011231999031006

Gambar 1.14 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025



C. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.
1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-
146.04.1.691493/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petkan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
D5-865-0885-4135-4727

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2026

n dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
RIAU

T (691483) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
: Re. 115.871.000 ( SERATUS LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH )
Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
. Sumiber Dans Berasal Dari -
1. Rupiah Murni Ro. 115571000 4. Pinjaman/tiich Dalam Negeri S 0
2 Puee "o -p Jom Neger S 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 Rp. [}
Rp. [}
0 R, 0
0 R 0
0 S 0
(008) . 115871.000
rogf Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga)
(otentiias).
Negara.
Kksanasn kegatan
Pengguna anggaran
yang berlaku scalah data yang terdapat i dalam catabase RKA-KILDIPA Kementerisn Keuangan (berdasakan buktbut yang ada).

7. DIPA Petikan berlaku ssjak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026,

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271885031002

Gambar 1.15 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Riau tahun 2025

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.03.1.691439/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026 DS:2081-0883-2037-1041

NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691439/2026

. Dasar Fukom:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
8.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk

1. Kementerian Negarall embaga : (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi 0y DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi (09 RIAU
4. Kode/Nama Sather : (691439)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar : Re. 79.000.000  ( TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
0650 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
1480304 Program Dukungan Manajemen Rp. 79.000.000
14803 WA Dukungan Mansjemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Rp. 79,000,000
C. Sumber Dana Berasal Dari -

1. Rupizh Mumi Rp. 79000000 4. PinjamanHibah Dalam Negeri Re. 0
2.PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Neger Re. 0

- PN TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. FinjamanfHiibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0

- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0

- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6.SBSNPBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui
1. KPPN PEKANBARU (@08) Re. 79.000.000

E Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NegaralLembaga)
2. DIPA Petikan ini dicstak secara otomatis metalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggant tanda tangan pengesahan (otentfikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan danalpengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman 11l DIPA disi sesual dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbsdaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementsrian Keuangan maka yang beriaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukt yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Jakarta, 01 Desember 2025
AN.MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
Y ALFIRMAN
NIP. 19700327 1585031002

Gambar 1.16 DIPA petikan Direktorat Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Riau tahun 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.04.1.691493/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:5005.0885.4136.4727

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2026

A Dasar Fukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negare.
3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

8.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk

1. Kementerian Negara/l embaga 1 (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi :(04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

3 Provinsi : (09) RIAU

4. KodefNama Satker : (B91463)  Perumanan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Sebesar : Rp. 115.871.000 ( SERATUS LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari ©

1. Rupiah Mumi Re. 115871000 4. Pinjaman/Hiban Delam Negeri " 0

2 PrsP Re. - Pinjaman Dalam Negeri [ 0
~PNBP TA Berjaan Re. 0 -Fibah Daiam Negen . 0

5. Hibah Langsung Rp. o

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. o
- Pinjaman Luar Negeri Rp. o - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0  6.SBSNPBS Rp. 0

D. Pencairan dana dilakukan melalui
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 115.871.000

E Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian NegaralLembaga)
2. DIPA Petikan ini Gicstak secara otomatis metalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai penggant tanda tangan pengesahan (otentfikasi).
3. DIPA Petikan befungsi ssbagai dasar pelaksanaan Kegiatan satker dan pencairan danalpengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bandahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman 11l DIPA disi sesual dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penogunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang beriaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukli-bukt yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271985031002

Gambar 1.17 DIPA petikan Direktorar Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Riau tahun 2025



4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP
DIPA- 146.05.1.691547/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
i 1D5.0806.5170-3000-5282

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691547/2026

A Dasar Fukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU N. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
B.Dengan ini disaikan Alokasi Anggaran Untuk

1. Kementerian Negara/Lembaga t (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi (s DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi : (09) RIAU

4. Kode/Nama Satker : (691547)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Sebesar : Rp. 56.300.000 ( LIMA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

Terlampir
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
Terlampir
. Sumber Dana Berassl Dart
1. Rupiah Mumi Rp. 56300.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2.PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. o0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Re. o
- Pinjaman Luar Negen Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui
1. KPPN PEKANBARU (008) Rp. 56.300.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga),
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis mefalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikas).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagal Gasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesanan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman 11l DIPA disi sesual dengan rencana pelaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab temadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sspenuhnya bsrada pada Pengouna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIFA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan beraku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakaria, D1 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 18700327 1885031002

Gambar 1.18 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2025

D. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan

Riau

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025
Nomor SP DIPA- 146.01.1.691386/2025



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il Rencana Aksi | 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN - Saiu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
o 05140

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691386/2025

% Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negars
20U No. 1 Tahun 2004 tertang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
B Dengan ini disahikan Alckasi Anggaran Uniuk

1. Kementeran Negaral smbaga : (48) DAN
2 Unit Orgarisasi s SEKRETARIAT JENDERAL

3 Provins @) KEPULAUAN RIAU

4. Kode/Nama Sather : (©913¢6)

Sebesar : Rp. G4B12000  ( DELAPAN PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH )

Uniuk kegiatan-kegistan sebagal berikut
Kode dan Hama Fungsi dan Sub Fungsi

o6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
0620 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumish Uang
14601 WA Program Dukungan Manajemen R 84812000
146.01 WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jendral R 84812000
€. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumni o 84812000 4 Pinjamanitibah Dalam Negerl Ra. 0
2.PHBP Re. Pirjaman Dalam Neger R 0
- PNBP TA Berjalan Ro 0 - Hisah Dalam Neged Ro 0
S Hibah Langsung Rp. 0
3. PinjamantHibah Luar Negen Ro. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Ro. 0
Pirjaman Luar Negeri Rp. 0 Hibah Dalam Neger Langsung Rp. [}
- e Luar Neget Ro. 0 6SBSNPES Ro. 0
D. Pencairan dans dilakukan melaiui :
1.KPPN_ TANJUNG FINANG 003) Rp. 84.812.000
E. Pemyataan Syarat dan Ketertuan (Disclaimer)
4. DIPA Petikan ini vang tidak terp DiPA [ Kementerian NegaraLemb
2. DIPA Pefikan ini kode pengaman tangan pengesahan (oteriifkasi).
3 DPa aan Umum Bendanara
4. Penenmaan dalam Halaman 1 g hegiatan
5. Tanggung g ter peanny; P #

€. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petitan dengan database RIA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang beriaku adaish data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bubti yang adal.
7. DIPA Petikan beriaku sejak tanggal 1 Januan 2025 Sampal cengan 31 Desember 2025,

Jokarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

tid
SUAHASIL NAZARA
NP, 197011231999031008

Gambar 1.19 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.03.1.691440/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
. LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
F‘?f} SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
= f TAHUN ANGGARAN 2025 DS: 38-1258

NOMOR : SP DIPA- 145.03.1.69144012025‘

. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
31U No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran 2025
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Unituk:

1. Kementerian NegaralLembaga t(146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi s () DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

3. Provinsi @) KEPULAUAN RIAU

4. Kode/Nama Sather : (891440)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Sebesar D Rp. 5412821000 ( LIMAMILIAR EMPAT RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berkut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

[ PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
1460318 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp. 5412.821.000
146.031A.7659 Re. 5.412.821.000
C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Mumni Ro. 5.412.821.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. [}
2.PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. [
- PNBP TA Berjalan Ro. o - Hibah Dalam Negeri Rp. o
5. Hibah Langsung Rp. o
3. Pinjaman/Hibah Luar Negen Ro. o - Hibah Luar Negen Langsung Rp. 0
Pinjaman Luar Negeri Rp 0 -tibah Dalam Neger Langsung Rp. o
- Hibah Luar Negeri Ro. o 6. SBSN PBS Rp. [
D. Pencairan dana diiakuikan mefalui
1.KPPN_ TANJUNG PINANG ©09) Rp. 5.412.621.000
£ Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disciimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Iil DIPA difi sesusi dengan rencana peaksanaan kegiatan
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petkan sepenunya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
& Datam ha terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan KILDIP maka yang berigku adaiah data yang terdapat i dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan {berdasarkan bukt-buk yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

[
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231633031008

Gambar 1.20 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja
Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691494/2025.

22



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

Rencana Aksi | 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A LAMPIRAN : Satu sat DIPA Petikan
@
AT

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691494/2025

D5 .0074-8312-5300-8091

A Dasar Hukum
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Porbandanaraan Nogara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Bolanja Nagara Tahun Anggaran 2025

8.Dengan ini disankan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Komentorian Nogara/Lombaga (148) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi t (o4 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

3. Provinsi @2 KEPULAUAN RIAU

4. Kode/Nama Satker i (891494)  Parumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Sebesar Rp. 22.409.000 { DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegialan-kegialan sebagai berikut
Kods dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

[ PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumiah Uang
1460418 Program Perumahan dan Kawasan Pormukiman Ap 22.409.000
146.04IA7660  Ponyelonggaraan Perumahan Pardesaan Ao 22.409.000
. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumi Ap 22409000 4 PinjamanHibah Datam Negeri Rp. o
2.PNBP Rp - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBR TA Borjaian Rp 0 - Hibah Dalam Megeri Rp. o
5. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hiban Luar Negeri Ap 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. o
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hiban Luar Negeri Ap 0 &.SBSNPBS Rp. o

D. Pencairan dana dilakukan melalui
1.KPPN TANJUNG PINANG
E. Pomyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimor)

(009) Rp. 22.409.000

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Inguk {Nama Program, Unit Organisasi dan Keme nierian Negara/L embaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (olentifikasi)
3. DIPA Potikan borfungsi sabagai dasar polaksanaan kogiatan satkor dan pencairan dana/pangesahan bagi Bendahara Umum Nogara/Kuasa Bandanara Umum Nogara.

4. Roncana Ponarikan Dana dan Prkiraan Penarimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA diisi sosuai dongan rencana palaksanaan kogiatan.

5. Tanggung jawab torhadap ponggunaan anggaran yang tartuang dalam DIPA Patikan soponunnya borada paca Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan {berdasarkan bukfi-bukti yang adal
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakaria, 02 Desember 2024
AN. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

[
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231933031006

Gambar 1.21 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja

Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA
Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691548/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : Satu set DIPA Petkan
-E‘Q SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
\ w==sf TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691548/2025

DE:AT28-1

T08.0173-7020

A Dasar Fukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

20U No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
B.Dengan ini disankan Alokasi Anggaran Uniuk:

1. Kementerian Negara/l embaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Orgarisasi () DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

3. Provinsi 1 @@ KEPULAUAN RiaU

4. KodefNama Satker : (631548)  Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepuiauan Riau

Sebesar : Rp. 32274732000  ( TIGA PULUH DUA MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi

3 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
0601 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan Jumish Uang
146.051A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 13 32.274.732.000
146.05IA7661  Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Ro. 32.274.732000
€. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Mumi Rp. 30274732000 4. PinjamaniHibah Dalam Negeri Rp. 0
2 PNBR Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNSP TA Berjaian Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
. Hibah Langsung Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Neger Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Neger Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6.SBSNFBS RO 0
D. Pencairan dana diizkukan melalui
1. KPPN TAMJUNG PINANG ©09) Re. 32274732000

£ Pemyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negarall embaga)
2. DIPA Pefikan ini dicstak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifiasi).
3. DIPAPetikan berfungsi sebagai dasar peiaksanaan kegiatan satker dan pencairan bagi Bendshara Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarkan Dana Penerimaan Halaman Il DIPA diisi rencana pelsksanaan kegistan
5. Tanggung jawab terhadap penogunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pefikan dengan database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KIL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berisku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2005,

Jakarts, 02 Desember 2004
AN. MENTER| KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUAHASIL NAZARA
NIP_ 187011231899031008

Gambar 1.22 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025
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1.5 Aspek dan Isu Strategis
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill memiliki

tujuan secara umum, yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan;
penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko
penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill Tahun 2025, serta sebagai dasar
penyusunan Rencana Aksi Kinerja, perlu diidentifikasi aspek strategis dan isu strategis yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

A. Aspek Strategis

Tujuan Balai P3KP Sumatera Ill merupakan rumusan dari isu strategis, potensi, serta
permasalahan yang menjadi wewenang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman serta dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai
tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien,

Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera lll, maka disusun sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan
permukiman;
2. Meningkatnya penanganan permukiman kumubh;

Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya

hunian layak;

4. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;

5. Meningkatnya kualitas dukungan managemen; dan 6.Meningkatnya kualitas pengawasan
intern.

Sasaran BP3KP Sumatera IIl dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis
Kementerian PKP, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang
memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan.

B. Isu Strategis

Sejalan dengan aspek strategis tersebut, BP3KP Sumatera Ill menghadapi beberapa isu
strategis yang bersumber dari permasalahan yang diidentifikasi pada kondisi eksisting, antara
lain:

a. Tingginya Backlog Kepemilikan Rumah dan RTLH



Permasalahan utama yang masih dihadapi di wilayah kerja Balai P3KP Sumatera lll adalah
tingginya backlog kepemilikan rumah serta masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH), khususnya pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah
perdesaan, pinggiran kota, dan pesisir. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses
masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

. Basis Data Perumahan yang Belum Mutakhir

Basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota belum
sepenuhnya mutakhir. Hal ini berdampak pada ketepatan sasaran program dan efektivitas
perencanaan, serta menyulitkan proses pemetaan kebutuhan, penentuan prioritas lokasi,
dan evaluasi capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

. Tantangan Geografis dan Kerentanan Bencana

Wilayah Sumatera Barat yang rawan gempa bumi dan longsor, serta wilayah pesisir dan
kepulauan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang rentan terhadap banijir rob dan abrasi,
menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
Kondisi geografis ini berdampak pada tingginya biaya pembangunan, keterbatasan akses
logistik, serta perlunya penerapan standar teknis bangunan yang adaptif terhadap risiko
bencana.

. Sebaran dan Kompleksitas Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh di wilayah perkotaan umumnya berada pada lokasi dengan kepadatan
penduduk tinggi, keterbatasan lahan, serta permasalahan legalitas tanah. Penanganan
yang belum sepenuhnya terpadu antara perbaikan rumah dan penyediaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum (PSU) menyebabkan peningkatan kualitas kawasan belum
berkelanjutan.

. Keterbatasan Kapasitas Perencanaan dan Kelembagaan Daerah

Masih terdapat perbedaan kapasitas antar pemerintah daerah dalam penyusunan dan
implementasi dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman. Keterbatasan
sumber daya manusia teknis dan kelembagaan daerah berdampak pada efektivitas
pelaksanaan program serta keberlanjutan hasil pembangunan.

. Proses Serah Terima Aset yang Relatif Lama

Proses serah terima aset hasil pembangunan perumahan serta prasarana, sarana, dan
utilitas umum (PSU) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih memerlukan
waktu yang relatif lama. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pemanfaatan dan
pemeliharaan aset, serta berpotensi menurunkan keberlanjutan hasil pembangunan
kawasan permukiman.

. Variasi Kompetensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM

Terdapat variasi tingkat kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan

aspek teknis terbaru, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan pembangunan



perumahan dan kawasan permukiman berbasis risiko bencana dan perubahan iklim.
Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan

dan bimbingan teknis yang terarah.

Aspek strategis dan isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi
Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il Tahun
2025 agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan

akuntabel.
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Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera lll Tahun 2025
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera |l melaksanakan

kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai

dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal

Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata

Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan

penetapan kinerja tersebut. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumatera Ill memiliki rencana aksi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IlI

TARGET CAPAIAN PER

evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah laya

k huni

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK TRIWULAN
TWI TWII TWIIl | TWIV
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen
1. | Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 4 Layanan 25% 50% 75% 100%
SK. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan

1. | Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan 1 Kegiatan 25% 50% 75% 100%
Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis 1 Rekomendasi

3. | Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan . 25% 50% 75% 100%

. Kebijakan

Kawasan Permukiman

SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan

1 Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan 4 Laporan 25% 50% 75% 100%
Kualitas dan Penanganan Kumuh

SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

1 Luas Penanganan Permukiman Kumuh 103,72 hektar 25% 50% 75% 100%

SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan
di wilayah kawasan permukiman

Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman

10 Unit

25%

50%

75%

100%

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan




Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan
Perumahan Perdesaan

1 Kegiatan

25%

50%

75%

100%

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

3 Laporan

25%

50%

75%

100%

SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan
di wilayah perdesaan

1

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

3 Laporan

25%

50%

75%

100%

Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan

897 Unit

25%

50%

75%

100%

SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan
di wilayah perdesaan

1

Jumlah Rumah Khusus Perdesaan

140 Unit

25%

50%

75%

100%

Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi
Bencana Perumahan Perdesaan

1 Unit

25%

50%

75%

100%

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan

Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

1

Jumlah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan

1 Rekomendasi

Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan .. 25% 50% 75% 100%
Kebijakan
Perkotaan
2 | Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi o o o 0
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 4 Laporan 25% 50% 5% 100%
SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan
Perumahan di Wilayah Perkotaan
1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi
Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas . 25% 50% 75% 100%
Kebijakan
Perumahan Perkotaan
2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan
y 248 unit 25% | 50% | 75% | 100%
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan
1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan 2 Rekomendasi
Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan . 25% 50% 75% 100%
Kebijakan
Perkotaan
2 Jumlah Rumah Hunian ASN/TNI/POLRI 102 Unit 259 50% 759 100%
Perumahan Perkotaan n ° ° ° °
SK. Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan 1 Rekomendasi o o o o
Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan 25% 50% 75% 100%
2 Jumlah Rekomendasi Manajemen Risiko dan i
: 1 Rekomendasi | ,50 | 509, | 75% | 100%

Pencegahan Korupsi

Kebijakan




Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill Rencana Aksi | 2025

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permuliman Sumatera III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Didyk Choiroel
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

o Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Didyk Choiroel Yenni Sofyan Mora
NIP. 19710416 199201 1 001 NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

-

1 |Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 4 Layanan

KEGIATAN PAGU APBN
y GRS g
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 703,514,000.00
3 ];il;unz:?:ré:;: Kawasan Permukiman Provinsi Rp 741,375,000.00
;i;irga;:néii Kawasan Permukiman Provinsi Rp 654,112,000.00
Total Rp 3,452,195,000.00

Jakarta, 14 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN

SEERETARIS JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA ITI
DIDYK CHOIROEL YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera Ill Tahun 2025 dengan Sekretaris Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fitrah Nur
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

o Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
.
Fitrah Nur Yenni Sofyan Mora
NIP. 19670419 199403 1 003 NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA 1T
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN DAN
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
Jinerja -y _umlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
U} aTnaal dalac menduloing peny<disan aumeh fayate | 1 [KegfatanTemacik Penyrlenggaresn Kawagan Formukiman |1 1epersn
e dan Akuntabilitas Kinerja
» [Jumiah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelengaaraan |1 Rekomendasi
Klinik dan Kawasan
§ - Jurmlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaparan
» {Meningkatnya ketersediaan rumah layaks huni di 1 |Perbangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan 4 Laporen
kawagan pecmukiman
Penanganan Kumuh
3 [Meningiatnya luasan permukiman kumuh yang it | i et gtz R b —
ditangeni secara terpadu
Meningkatnya penyedisan rumah layak huni melalui
4 Kualitas di 1 |Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman 10 Unit

wilayah kawasan permulkiman

KEGIATAN PAGU APBN

| Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawssan . R0
Permuldman Sumatera 1il

2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 8,899,434,000.00

3 Perumahan dan Kawasan Pernmukiman Provinsi -
b Sumatera Barat
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau

19,675,454,000.00

Rp 713,986,000.00
Total Rp 29,784,154,000.00

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMU! SUMATERA I
-

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR YENNT AN MORA

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera Ill Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera it

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Imran
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

e Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Imran Yenni Sofyan Mora
NIP. 197310 26 199302 1 001 NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DAN KAWASAN

BALAL PEI PEI m
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DAN EAWASAN
o SASARAN KEGIATAR INDIKATOR HINERJA TARGET

Mcningkatnye Kinerja Kelerpaduan, Kemiteaan,
; |Pemrogramen, Penganggarun, Pemantauan dan

Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan
Perdenuan

| Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggerasn Perumaban
Perdesasn

1 Kegiatan

Liurmlab Laporan Pemartausn dan Evaluasi

? [Penyclenggaraan Peramahan Perdesaan pTaparss.
Neningkatnya penyediaan rumah layak buni melalui i .
S Liumiah Laperan Pemantausn dan Evslussi Pesingkatan
alitas n 3 Lapo
2 m.;wumn lumbitas pembengunan perumahan di ) iy L 3 Laporan
2 |Jumiah Rumah Swedayn Perdesaan 807 Unit

Meninghatnya penyediaan rumah layak buni melalul
3 |peningkatan kualitas pembangunan perumahar, & 1 |sumilah Ruman Kiusus Perdesann 140 Unit
wilayah perdesaun

| Jumlsh Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana,
Perumahan Perdesaan

1 Unit

KEGIATAN PAGU APBN

Balal Pelaksans Penyediaan Perumahan dan Kawasan i
! Permuldman Sumater [t Ld §46,356/000.00
2 Perumahan dan Kawasan Pesmukizmen Provinsi Risu Rp 8,635,521,000.00

Perumahsn dan Kewasan Permukiman Provinsi M
Sumatera Barat P
Perumahas den Kewssen Permukimen Provinst
Kepulsuan Rlau

3 85,492,615,000.00

4 Rp 66,198,000.00

Total  Rp 54,640,690,000.00

Jakarta, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN HAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA 11

IMRAK YENKT AN MORA

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera |ll Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Haryati
Jabatan . Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

o Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab karmi.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
)
Sri Haryati Yenni an Mora
NIP. 19710707 199703 2 004 NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO KEGIATAN £ KINERJA TARGET
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan,
| |Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan , |sumiah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan Program |1 Rekomendasi
Evaluasi Dalam Penyclenggaraan Perumahan Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Kebijakan
Perkotaan
2 [Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 4 Laporan
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan B
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui
2 Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 1 (Jumlah i ij P len, a 1
Wilayah Perkotaan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kebijakan
2 |Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 248 unit
5 [Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni | | [Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan 2 Rekomendasi
di Perkotaan Pembangunan Perumahan Perkotaan Kebijakan
2 [Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan 102 Unit
Perkotaan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
1 Permukiman Sumatera 11l ke 51ELARF 00000
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 21,365,864,000.00
a3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 4.724,051,000.00
Sumatera Barat
" igmmhm dan Kawasan Permukiman Provinsi Rp 27 .427,068,000.00
epulauan Riau
Total Rp 54,659,110,000.00

Jakarta,18 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKI SUMATERA Il
.

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera
IIl Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
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5. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera 11T

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

e Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
r
Azis Andriansyah Yenni an Mora
NIP. 77050672 NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

KEMENTERIAN DAN K. F MAN
i) INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Frasarana A )
1 |Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko | 1 %‘””‘E" ™ *%‘ ""‘;‘5‘: n Keterbukaan Publik, lli f"‘:!:lr‘mendusl
Perumahan dan Kawasan Permukiman EHspaTamEl Uar Akvntlices chijakan
5 [Jumiah Rel dasi j Risiko dan 1
Korupsi Kebijakan
KEGIATAN PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan - 308,466,000.00

Permukiman Sumatera. [11

Jalkarta, 01 Agustus 2028

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN KEFALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA Il

AZIS ANDRIANSYAH YEN)%:;’RA

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera

IIl Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
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2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera

Barat

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara

Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana aksi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera
Barat

TARGET CAPAIAN PER

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK TRIWULAN
TWI | TWII | TWIII | TWIV

SK. Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal
1 Tingkat Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% | 50% 75% | 100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman
1. |Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan 1 Laporan 25% | 50% | 75% 100

Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan

Kualitas dan Penanganan Kumuh
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
1. |Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh 43,63 Hektar 25% | 50% | 75% 100

SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi
dalam pembangunan perumahan perdesaan

1

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

1 Laporan

25%

50% | 75%

100%

wilayah perdesaan

SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di

1 Jum'lah Laporan Eemantauan dan Evaluasi 1 Laporan 25% | 50% 75% | 100%
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

2 |Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan 521 Unit 25% | 50% 75% | 100%

SK. Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan

1 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan 140 Unit 25% | 50% 75% | 100%

2 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana 1 Unit 25% | 50% 75% | 100%
Perumahan Perdesaan

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan

Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Laporan 25% | 50% 75% | 100%
Perumahan Perkotaan

SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan

di Wilayah Perkotaan

1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 270 Unit 25% | 50% 75% | 100%




Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

REVISI I

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riky Hidayat

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 14 November 2025

Pihak Kedua PihakPertama
Yenai Sofyan Mora y Hidayat

REVISI I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IIL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya dulungan manajemen Sclactariat 1 |Tingkat Layanan Perkantoran 1 Layanan
Jenderal > :
KEGIATAN PAGU APBN
1 Dukungan Manajemen Sckretariat Jenderal Rp 741.375.000,00

Padang, 14 November 2025

KEPALA BALAI FELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
SUMATERA III B, T
/
/
P/
YENNI SOFYAN MORA Rd(Y HIDAYAT

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:
Nama : Riky Hidayat
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua Pihak-Pertama
Yenni Sofyan Mora iky Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 |Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan 1 Laporan
Penanganan Kumuh

Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di
kawasan permukiman

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui
2 |peningkatan kualitas pembangunan perumahan di 1 |Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman 10 Unit
wilayah Kawasan Permukiman

Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang

3 B 1 [Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh 68,04 Hektar
ditangani secara terpadu
KEGIATAN PAGU APBN
1 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman Rp 19.675.454.000,00

Padang, 3 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
SUMATERA III

T
'1' .
0,
( \Y)
|

YENNI SOFYAN MORA R.uﬁpr HIDAYAT
\

N

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

KEMENTERIAN PERUMAHAN

DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

bertandatangan di bawah ini:

Nama
Jabatan

: Riky Hidayat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama
Jabatan

: Yenni Sofyan Mora

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

: Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berilkut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pekanbaru, 27 Oktober 2025
Pi] ertama

Hidayat

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
M gkatnya kan kete: .y Jee: &

PR it A ) [mmlah Laporan Pemantanen dan Bvaluas: | Laporan
pemIogr » penganggaran, pe an de Penyelenggaraan Ferumahan Perdesaan pors
evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesasn
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui 1 'J‘“".:“"_"“""""}"""”‘"':“"" den Bvalussi Peningkatan L

2 |peningkatan kualites pembangunan perumahan di Kualitas Perumahan Perdesaan aporan

ilnynh perdes
wilayah percesnaan 2 [Jumlah Rumah Swadaya Perdesann 521 Unit
- { Per E _ 0 L
5 |Meningkatnyn keterse diaan ruman baru layak huni @i | 1 [Jumish Rumah Khusus Perumahan Perdesaan 140 Unit
perdes nan lJuminh Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana
2 1 Umt
Perumahan Perdesaan
KEGIATAN PAGU APBN
Ferumahan dan Kowasan Permuliman Provinsi Rp 45 492.615.000.00

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi

Sumatera Barat

HKEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

Padang, 27 Oktober 2025

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIM AN PROVINSI SUMATERA

BARAT

f’ /
AN /
(A NUw/
m&\ HIDAYAT

Sumatera Barat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeltif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riky Hidayat

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I1I

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora iky Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSL SUMATERA BARAT
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, 1 |Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Laporan

Pemrograman, Pengangparan, Pemantauan dan Perumahan Perkotaan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan
Perkotaan

2 |Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui
Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 1 [Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 191 Unit
[Wilayah Perkotaan

KEGIATAN PAGU APEN
1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Rp 4.724.051 000,00
Padang, 18 Oktober 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
SUMATERA IIT BARAT
YENNI SOFYAN MORA RI HIDAYAT

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
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2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau melaksanakan

kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan

Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Riau memiliki rencana aksi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

TARGET CAPAIAN PER

TRIWULAN
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK
TWI | TWIH | TWIIl | TW IV
SK. Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal
1 Tingkat Layanan Perkantoran 1 Layanan 25% | 50% 75% | 100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman
1. | Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan 1 Laporan 25% | 50% | 75% 100
Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan
Kualitas dan Penanganan Kumuh
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
1. |Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh 43,63 Hektar 25% | 50% | 75% 100
SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi
dalam pembangunan perumahan perdesaan
1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 1 Laporan 25% | 50% 75% | 100%
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di
wilayah perdesaan

1 Jumllah Laporan Eemantauan dan Evaluasi 1 Laporan 25% | 50% 75% | 100%
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

2 | Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan 521 Unit 25% | 50% 75% | 100%

SK. Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan

1 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan 140 Unit 25% | 50% 75% | 100%

2 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana 1 Unit 25% | 50% 75% | 100%
Perumahan Perdesaan

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan

Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 1 Laporan 25% | 50% 75% | 100%
Perumahan Perkotaan

SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan

di Wilayah Perkotaan

1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 270 Unit 25% | 50% 75% | 100%
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Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung 8

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 14

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

NIP. 198104212008122001 NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 1 |Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan

KEGIATAN PAGU APBN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 703.514.000,00

Pekanbaru, 14 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA IIT

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Tahun 2025 Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung S
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 3 Qktober 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora Suwindar ng S
NIP. 198104212008122001 NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 1 Laporan
Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh
Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang
Ditangani Secara Terpadu

2 |Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu  |35,58 Hektar

KEGIATAN PAGU APBN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 8.899.434.000,00

Pekanbaru, 3 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA II1

EDIAAN PERUMAHAN
PROVINSI RIAU

YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suwindar Agung 8
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 27 0O ber 2025

Pihak Kedua
Yenni Sofyan Mora SuwindarAgung S
NIP. 198104212008122001 NIP. 198508072(0110011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya ks:srja htjgiﬂd‘;?;lé:f:l:;az;'l 1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi { Tanocan
et » PENZANEEATAL, P Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan P
evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
: 3 . s 2 |Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan 1 Laporan
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui Perdespssi
2 |peningkatan kualitas pembangunan perumahan di
wilayah perdesaan
3 |Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 376 Unit

KEGIATAN PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Rp 8.535.521.000,00

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

KEPALA SATUAN KERJA
DAN KAWASAN PE!

IAAN PERUMAHAN
PROVINSI RIAU

YENNI SOFYAN MORA SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
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4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawah ini:

Nama ; Suwindar Agung S

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama
Jabatan

: Yenni Sofyan Mora
: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 18 ober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi

1 |Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan 1 Parveleiigearaan Perumahan Perkntaan 1 Laporan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yelengs
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI ;

2 b 2 44 Unit
di Perkotaan Perumahan Perkotaan
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui

3 |Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di 3 |Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan 57 Unit
Wilayah Perkotaan

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

PAGU APBN

Rp 21,365.864,000,00

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

EDIAAN PERUMAHAN

KEPALA SATUAN KERJA PEN
RM N PROVINSI RIAU

DAN KAWASAN PE!

Gambar 2.13 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
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2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan
Riau
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara
Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki target kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau

TARGET CAPAIAN PER

TRIWULAN
SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA TARGET PK

TWI | TWI | TWIII | TW IV

SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen

1. | Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan 25% | 50% | 75% | 100%

SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman

1. |Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan 1 Laporan 25% | 50% | 75% 100
Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan
Penanganan Kumuh

SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu

1 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh 0,1 Hektar 25% | 50% 75% 100

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 1 Laporan

o, o, o, 0,
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 25% | 50% 75% | 100%

SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan 1 Laporan

0, 0, 0, 0,
Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 25% | 50% 75% | 100%

SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan

1 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI 58 unit

0, 0, 0, 0,
Perumahan Perkotaan 25% | 50% 75% 100%
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Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini;

Nama : Andi

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera I11

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

¢ Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,

2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Yenni Sofyan Mora Andi
NIP. 198104212008122001 NIP. 198107172001031001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA 111
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 1 |Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan
KEGIATAN PAGU APBN
Pvtrum‘zmnn d.em Kawasan Permukiman Provinsi Rp 654,112,000.00
Kepulauan Riau
Jakarta, 14 November 2025
ngj‘;::ﬂwgl‘\;z:{‘:;{lm 1;2:;201;11! AN KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA (Dum

Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Sekretariat Jenderal
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2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

KEMENTERIAM BERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

lJaIalm rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 111
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya dischut Plhak Kedua

* Pibak Pertama dan Pihak Kedua scpakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
L. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supcrvisi yang diperlukan seria akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

2

Jakarta, 03 Oktober 2025
Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora Andi
NIP. 198104212008122001 NIP, 198107172001031001

Pihak Kedua

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINS! KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO BASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meninglkatnya ketersediaan rumah layak huni di Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
1 2 1 & g 1 Laporan
kawasan permubdman Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh

Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang

2 I 1 |Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh 0,1 Hektar
ditangani secara terpadu
KEGIATAN PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permuliman Provinsi Rp 713,986,000.00

Kepulauan Riau

Jukarta, 03 Oktober 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA FENYEDIAAN

HKEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN EAWASAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA Il PERMUKIMAN PROVINSI KEFULAUAN RIAU
~ ¢/

I‘\'

YENNI SOPYAN MORA ANDI

Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
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3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN ASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manaj if,
: 4 yemen pemerintahan yang efektif, trans L& ] £ riente L i
ity L . g il, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
Nama : Andi
) Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama : Yenni Sofyan Mora
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera [11
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, sclanjutnya disebut Pihak Kedua

.
|ﬁr2;:kp;:m:,ﬁ$':?'--kk¥edui sr;_);LkaI untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
s [Iarg;-l klfu-rJ:.d ’dn]‘l'm wujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
pctics t ldn ja jangka mr_nmguh seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
5 P(!g‘aﬁd[.ln pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,
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Kepulauan Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera Ill Tahun 2025 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana. dilakukan pengukuran kinerja
dengan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Perhitungan capaian

kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

48



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Ill Rencana Aksi | 2025

dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan. Pengukuran terhadap persentase capaian

dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi

% Pencapaian Target = Rencana X 100%
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Rencana Aksi Kinerja kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan di lingkungan Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il dalam rangka

pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Aksi yang

terukur diharapkan dapat mendorong para pelaksana untuk bekerja lebih optimal dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025.

Keterlibatan seluruh sumber daya diharapkan dapat menciptakan sinergi dan keterpaduan

dalam pelaksanaan program, sehingga potensi, hambatan, dan tantangan yang muncul dalam

pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Il

berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa

strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1.

Melaksanakan rapat internal balai terkait target kinerja yang akan dicapai pada Tahun
Anggaran 2025;

Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap pegawai di lingkungan
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera lll;
Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera lll;

Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan etos kerja;

Mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan
pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan
menyelesaikan kendala yang dihadapi; dan

Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja.
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